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ABSTRAK

Otomomi daerah tentunya menjadi tantangan tersendiri dari masing-masing
pemerintah daerah untuk membuat suatu perencanaan pembangunan daerahnya
demi memajukan kesejahteraan daerahnya. Setiap daerah memiliki perbedaan
rencana untuk mengelola pemerintah daerahnya yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kerakteristik dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga dibutuhkan
suatu perencanaan kebijakan yang matang agar proses pembangunan dapat menjadi
efektif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota dan
kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2018 - 2019.
Angka tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 tahun
berturut — turut sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 33 kota dan
kabupaten x 2 tahun adalah 66 sampel observasi. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi
berganda yang pengelolahannya dilakukan dengan program SPSS Versi 16. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh negatif dan
tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Utara.Variabel kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Variabel
ketergantungan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Ukuran daerah, tingkat kekayaan
daerah, tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Daerah, Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan
Daerah dan Tingkat Ketergantiungan Daerah.



ABSTRACT

T ———
Regional autonomy is certainly a challenge in itself for each regional government
to make a regional development plan in order to advance the welfare of the region.
Each region has different plans for managing its local government which are
tailored to the needs and characteristics of the local government. So it takes a
mature policy planning so that the development process can be effective. The
purpose of this study was to analyze the influence of the characteristics of local
government on the performance of the regional government of North Sumatra
province. The sample used in this research is the municipal and district
governments in North Sumatra Province during the period 2018 - 2019. The
number of years of observation used in this study is 2 consecutive years so that the
number of observations in this study is 33 cities and districts x 2 years is 66
observation samples. The data obtained were analyzed using statistical formulas,
namely by using multiple regression analysis with the SPSS version 16
management. The results showed that the regional size variable has a partial
insignificant effect on the performance of the regional government of North
Sumatra Province. partial to the performance of the North Sumatra provincial
government. The regional dependency variable has a partially significant effect on
the performance of the regional government of North Sumatra Province. The size
of the region, the level of regional wealth, the level of regional dependence have a
significant effect simultaneously on the performance of the regional government of
North Sumatra Province.

Keywords: Local Government Performance, Regional Size, Regional Wealth
Level and Regional Dependency Level.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan masayarakatnya melalui pembangunan yang direncakanan oleh
berbagai komponen stake holder yang terkait. Salah satu indikator untuk
mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan
pembangunan daerahnya dapat diukur melalui kinerja pemerintah daerah tersebut.
Dengan adanya undang undang tentang otonomi daerah maka pemerintah daerah
diberikan kewenangan mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai
dengan kemampuan daerah.

Otomomi daerah tentunya menjadi tantangan tersendiri dari masing-masing
pemerintah daerah untuk membuat suatu perencanaan pembangunan daerahnya
demi memajukan kesejahteraan daerahnya. Setiap daerah memiliki perbedaan
rencana untuk mengelola pemerintah daerahnya yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kerakteristik dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga dibutuhkan
suatu perencanaan kebijakan yang matang agar proses pembangunan dapat
menjadi efektif.

Kinerja pemerintah daerah harus mendapatkan pengawasan secara
langsung dari berbagai stake holder agar proses pembangunan daerah menjadi
efektif. Diharapkan dengan adanya pengawasan dapat menghindari terjadinya
praktik kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan

masyarakat luas dan menguntungkan suatu kelompok tertentu. Maka dari itu



Kementrian Dalam Negeri sebagai salah satu kementrian pusat yang berperan
sebagai pengawas bagi masing — masing daerah dalam menjalankan kebijakannya.

Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Menurut PP tersebut pasal 1,
EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis
terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan
sistem pengukuran kinerja. EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber
informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran
pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan indikator
kinerja kunci. Mustikarini dan Fitriasari (2010)

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Sektor publik tidak bisa lepas
dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk
mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh
penyedia jasa dan barang-barang publik. Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa
fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana
program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan,
dan sebagai alat komunikasi dengan publik.

Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) juga mengungkapkan bahwa

dengan melakukan pengukuran kinerja, pemda memeroleh informasi yang dapat



meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian terkait kinerja pemda
dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012). Sudarsana dan Rahardjo (2013)
juga melakukan penelitian yang sama yaitu menguji pengaruh ukuran pemda,
tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja
daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di
Indonesia tahun anggaran 2010; namun penelitian menunjukkan hasil yang tidak
konsisten. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian Astuti (2010) bahwa ukuran
daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah memiliki
pengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota, sedangkan hasil
penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan tidak ada tingkat
kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Ukuran pemerintah (Size) adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan
sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan
transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan
mendapatkan pengawasan yang lebih besar Sudarsana dan Rahardjo (2013).
Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan
keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus
dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pemerintah daerah
yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan
yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya
meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Pemerintah

daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki



tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya
sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Kekayaan (wealth) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumarjo (2010). Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk
digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana
dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Kekayaan
adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan Kekayaan suatu negara
dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena
setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari
kesejahteraan juga akan berbeda.

Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki
pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi
dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi
pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Intergovernmental
revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah
daerah Panji (2010). Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum

(DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Mustikarini dan Fitria, (2012).



Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) suatu pemda, sehingga perlu
dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2004
mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
pemeriksaan didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK salah satunya berupa temuan
audit. Hasil penelitian Widya Astuti (2010) dan penelitian Yayuk Harumiati (2012)
menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja
pemda kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan semakin besar temuan audit
menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemda terhadap peraturan
perundangan. Dengan demikian temuan audit BPK dapat memengaruhi kinerja
pemda kabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara adalah salah satu
pemerintah daerah yang berupaya menyediaan layanan publik semaksimal
mungkin agar pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar.
Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran
kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Pemerintah

daerah lebih bertanggungjawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan,



tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Berikut disajikan tabel yang
menggambarkan kinerja beberapa daerah kota dan kabupaten yang ada di
Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Kinerja Beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Pengeluaran Alokasi Anggaran Kinerja
No | Kabupaten/Kota (000) (000) %)
1 | Kota Medan Rp 4.523.672.134.655 Rp 5.735.922.591.995 78,87
2 | Kota Gunung sitoli Rp 705.994.577.295 Rp 886.174.944.646 79,67
3 | Kabupaten Nias Rp 796.267.893.540 Rp 961.460.307.312 82,82
Kabupaten
4 | Mandailing Natal Rp 1.210.230.197.267 Rp 1.405.739.733.820 86,09
5 | Kota Tebing tinggi Rp 471.970.083.481 Rp 582.196.413.997 81,07
Kabupaten Tapanuli
6 | Tengah Rp 979.815.307.818 Rp1.144.449.253.992 85,61
Kabupaten Labuhan
7 | Batu Rp 1.126.516.217.551 Rp 1.323.603.221.192 85,11

Sumber : LK BPK 2018

Data di atas menggambarkan bagaimana kondisi kinerja pemerintah daerah
yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan pada laporan kinerja pemerintah daerah
sumatera utara di berbagai kabupaten dan kota dilihat bahwasannya kinerja
pemerintah daerah kabupaten dan kota di sumatera utara masih rendah hal ini
mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah daerah masih belum sesuai dengan
harapan yang ditetapkan sesuai anggaran pembangunan daerah profinsi sumatera
utara. Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kota
se Sumatera Utara, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran
yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan
perencanaan yang sudah disusun.

Beberapa hal hal yang menyebabkan perbedaan kinerja itu sendiri yaitu
perbedaan karakteristik pemerintah daerah provinsi dan kota yang ada di Sumatera
Utara menjadi salah satu penyebab perbedaan ukuran atau kekayaan pemerintah

daerah sehingga total pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kota juga



berbeda. Setiawan (2012). Tingkat kekayaan daerah yang diukur dari pendapatan
asli daerah baik dari pajak dan retribusi tiap daerah yang ada di profinsi sumatera
utara berbeda, Adapun perbedaan karakteristik nilai nominal transfer yang
diterima pemerintah daerah berbeda sesuai dengan Dana Alokasi Umum yang
ditetapkan oleh APBN menyebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh
pemda. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara menilai sejumlah Pemerintah Daerah di provinsi Sumatera Utara
tidak serius dalam mengelola aset jika di lihat dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan beberapa tahun terakhir
di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul
penelitian ini yaitu “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi
masalah sebagai berikut :

a. Kinerja pemerintah daerah beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara
masih rendah hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah daerah
masih belum sesuai dengan harapan yang ditetapkan sesuai dengan alokasi
anggaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Alokasi anggaran beberapa pemerintah daerah di tahun 2018 kecil sehingga

dapat menghambat pembangunan daerah tersebut.



c. Perbedaan ukuran daerah yang dilihat dari kekayaan pemerintah daerah

menyebabkan perbedaan alokasi proritas anggaran pembangunan daerah.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah
1.3.1 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis
karakteristik pemerintah daerah yang mencakup ukuran daerah, tingkat kekayaan
daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, belanja daerah adalah sebagai
variabel bebas (variabel independen atau Xi, X, X3), sedangkan Kinerja adalah
variabel terikat (variabel dependen atau Y). Masalah yang dibatasi termasuk
variabel, lokasi dan waktu penelitian. Pada penelitian ini penelitian di lakukan
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
1.3.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah dibatasi sebelumnya, maka penulis
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
a. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah.
b. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
c. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.
d. Apakah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan
daerah dengan pusat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah.



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan yaitu:

a. Untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.

b. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.

c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah.

d. Untuk menganalisis pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah,
tingkat ketergantungan daerah dengan pusat berpengaruh secara simultan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian yang
akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapa bermanfaat yaitu:

a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi publik yaitu dalam
hal peningkatan kinerja pemerintah daerah.
b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan peningkatan pemerintah daerah.
1.4.2.2 Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti
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Semoga penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis
khususnya dalam akuntansi publik. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan di
dalam kondisi praktis yang ada di sekitar masyarakat serta merupakan sarana
pengembangan wawasan dan pengembangan analisis tentang pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga
sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi atau sarana referensi bagi peneliti lain apabila akan
melakukan penelitian dengan variabel atau faktor-faktor yang terkait.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

kinerja pemerintah daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Galang Afran (2016)
dari Universitas Riau yang berjudul : “Pengaruh Karakteristik Pemerintah
Daerah Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). Sedangkan penelitian
ini berjudul : “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Utara”.
Perbedaan penelitian terletak pada :
1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 5 (lima) variabel

bebas yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat
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ketergantungan daerah, temuan hasil audit dan leverage dan 1 (satu)
variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini
menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu bebas yaitu ukuran daerah,
tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan 1 (satu)
variabel terikat yaitu Kinerja.

. Model Penelitian : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model
penelitian path analisis untuk 6 (enam) variabel, Sedangkan penelitian ini
menggunakan regresi berganda untuk 5 (lima) variabel.

. Jumlah Observasi / Sampel (n) : Penelitian terdahulu berjumlah 12 kota
atau kabupaten sedangkan penelitian ini berjumlah 33 kota atau kabupaten

di Provinsi Sumatera Utara.

. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016,

sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di Riau, sedangkan
penelitian ini dilakukan di Medan. Perbedaan model penelitian, variabel
penelitian, jumlah observasi/ sampel, waktu dan lokasi penelitian
menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat

terjamin dengan baik.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA

3.7 Landasan Teori
3.7.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan

Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran
pembangunan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap stake
holder terkait demi kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Setiawan
(2012) mengenai teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus
diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh
kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil
kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemda akan menghasilkan informasi
yang disampaikan kepada masyarakat haruslah transparan dan akuntabel. Hal
itu bertujuan agar mampu memberikan informasi yang berimbang antara
pihak agent dengan principal. Dengan demikian informasi yang disampaikan
akan mengurangi adanya information asymatry maka kemungkinan tindak
kejahatan korupsi akan berkurang.

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan
kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang
disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen
Abdullah dan Halim (2010). Agency problem muncul ketika principal
mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Teori
keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi
masyarakat principal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi

kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak

13
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dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan
masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi information
asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung
terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya information
asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi
oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat
meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and
balances agar dapat mengurangi information asymmetry. Setiawan (2012).
3.7.2 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah menjadi salah satu instrument penting bagi
masyarakat secara luas untuk melihat bagaimana kinerja suatu pemerintah
daerah. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu
periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas
tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitias
pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan juga bisa
dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah informasi jika diubah
kedalam konteks yang memberikan makna.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 prg
3/ PP No. 17 tahun 2010 menjelaskan definisi Laporan keuangan untuk tujuan
umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk
lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan

dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan
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keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian
dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti
laporan tahunan.

Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara
akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang
disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) mewajibkan Pemerintah pada setiap level baik pusat
maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan
ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan
laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Mustikarini (2010)
Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian
kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban dalam suatu entitas
Choiriyah (2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan
keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan
sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Sumarjo (2010).
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik,
tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan
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akuntabilitas entitias pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya, dengan:

1.

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggaran terhadap
anggarannya;

Menyediakan informasi mengenai cara entitias pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnnya;

Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitias pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan

prediktif dan prosfektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang

berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,

serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum

laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam

hal:

Aset, Kewajiban, Ekuitas dana, Pendapatan, Belanja, Transfer,

Pembiayaan, Arus kas.
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Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya
memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-
keuangan, dapat dilaporakan besama-sama dengan laporan keuangan untuk
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu
entitias pelaporan selama satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

1. Neraca

2. Laporan arus kas

3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

4. Laporan perubahan ekuitas

5. Laporan operasional

6. Laporan realisasi anggaran

7. Catatan laporan keuangan

Menurut Bastian (2010) laporan keuangan dikatakan berkualitas
apabila memenubhi:

1. Relevan, agar bermanfaat informasi laporan keuangan harus sesuai untuk
memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pemakai dan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa

lalu, masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi
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mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a. Manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa
kini.
c. Tepat waktu (timelines)
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi  pengambilan keputusan dengan memperhatikan
kendala yang ada.
2. Andal (reliable)
Informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan keuangan
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan laporan keuangan secara jujur (Faithful representation) dari
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar. serta dapat
diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta pengertian
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lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.

. Dapat diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan
pengujian lebih dari sekali oleh pihak, maka hasilnya tetap
menunjukan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan
keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi dan
mengevaluasi kecenderungan (trend) perubahan posisi dan kinerja
keuangan secara relatif. Informasi yang terdapat pada laporan
keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada
entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara
internal  dan  eksternal. Perbandingan secara internal dapat
dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila
entitias yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi
yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan
akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut di jelaskan pada periode

terjadinya perubahan.
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e. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang
wajar.

3.7.3 Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja penyelenggara pemerintah daerah menjadi salah satu
indikator yang digunakan mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara
pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan rencananya yaitu
mensejahterakan masyarakat secara umum. Pengukuran kinerja
(performance measurement) adalah proses pengawasan secara terus
menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas
tujuan yang direncanakan (Mustikarini, 2010). Perhatian yang besar
terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran
kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan
produktifitas pada organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja ini
dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan
organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi.
Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya
perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.
Keputusan menteri dalam negeri republik indonesia no 120 — 4761 tahun
2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara nasional tahun 2013 menteri dalam negeri

republik indonesia, yang menimbang bahwa, untuk melaksanakan
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ketentuan pasal 27 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008
tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu
menetapkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia tentang
penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara nasional tahun 2013.

Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan yang
digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan dengan sumber
utama LPPD yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah
daerah selama satu tahun anggaran (PP No. 6 tahun 2008). Tujuan utama
dilaksakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan
pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung
pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom

Baru (EDOB).

3.7.4 Karakteristik Pemerintah Daerah
3.7.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah (Size)

Salah satu karakteristik dari pemerintah daerah yang mendeskripsikan
suatu daerah dan membedakannya dengan daerah lain yaitu karakteristik
berdasarkan ukuran pemerindah daerah (size). Size adalah suatu nominal
yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang

berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula,
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sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih
besar. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam
pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan
yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang
lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk
menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi
dan mengurangi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Widya
Astuti (2010), Yayuk Harumiyati (2012), dan Galang (2010) menunjukkan
bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi
laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai informasi bahwa size
perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih
baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan
dan kapitalisai pasar dalam mengukur size perusahaan (Nasser, 2010).
3.7.4.2 Tingkat Kekayaan Daerah

Karakteristik pemerintah daerah yang membedakannya dengan

daerah lain dapat diukur berdasarkan tingkat kekayaan suatu daerah. Suatu
daerah yang memiliki kekayaan yang besar merupakan suatu modal bagi
daerah tersebut untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya
sesuai dengan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh penyelenggara
pemerintah daerah. Kekayaan (wealth) pemerintah daerah dapat dinyatakan
dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumarjo (2010).
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang

digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah
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daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli
Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan
Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran
yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang
berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda.
Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki
pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi
dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi
pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda.Tingkat
kekayaan daerah ini diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dibandingkan dengan total pendapatan. Menurut Indrarti (2011) berdasarkan
pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut
PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-
sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli
daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan
semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan
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dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran
yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk
melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.
3.7.4.3 Tingkat Ketergantungan Dengan Pemerintah Pusat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan suatu pemerintah daerah tidak
sepenuhnya mandiri walaupun ada undang undang yang mengatur tentang
otonomi daerah. Suatu pemerintah daerah masih tetap bergantung dan
membutuhkan suatu bantuan dari terhadap pusat. Dengan desentralisasi
fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah Syahrudin (2010). Pemerintah daerah dituntut untuk
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan
pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan public.
Menurut Mustikarini  (2010) intergovernmental revenue adalah jenis
pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintahdaerah.
Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU)

dibandingkan dengan total pendapatan. Mustikarini dan Fitria (2012).

3.7.5 Belanja Modal

Dalam menjalankan roda ekonomi secara keseluruhan pemerintah
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daerah tidak terlepas dari belanja modal untuk menjalankan rencana
pemerintah daerah tersebut. Menurut Halim (2014) belanja modal
merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan
menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja
modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni
peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis
ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan
membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli.
Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang
dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan
umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup
rumit. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal
merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh
pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam
APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah
maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan
asset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan
pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial

(Abdullah : 2010).



3.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
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No Peneliti Judul Variabel X Variabe | Model Hasil Penelitian

1Y Analisis
1 Yayuk Pengaruh 1) Ukuran daerah Kinerja | Kuantitat | Tingkat kekayaan,
Harumiati | Karakteristik 2) Tingkat Kekayaan | Pemeri | if Ukuran Daerah, tingkat
(2012) Pemerintah Daerah ntah Ketergantungan daerah
Daerah Dan (3) Tingkat Daerah terhadap total pendapatan
Temuan Audit | Ketergantungan Pemda berpengaruh
Bpk Terhadap | Kepada Pusat positif signifikan
Kinerja 4) Belanja Daerah terhadap skor kinerja
Pemerintah 5)Temuan Audit sedangkan temuan audit
Daerah berpengaruh negatife
Kabupaten/Kota terhadap kinerja,
Di Indonesia
Tahun Anggaran
2011
2 Galang Pengaruh 1) Ukuran daerah Kinerja | Kuantitat | Ukuran Daerah Tingkat
Afrian Karakteristik 2) Tingkat Kekayaan | Pemeri | if kekayaan, tingkat
(2016) Pemerintah Daerah ntah Ketergantungan daerah
Daerah, 3) Tingkat Daerah dan
Temuan Audit | Ketergantungan Leverage terhadap total
(Bpk) Dan | Kepada Pusat pendapatan Pemda
Leverage 4) Belanja Daerah berpengaruh positif
Terhadap Kinerja | Temuan Audit signifikan terhadap skor
Pemerintah Leverage kinerja
Daerah (Studi
Empiris
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Di Provinsi Riau)
3 Widya Pengaruh 1) Ukuran daerah Kinerja | Kuantitat | Tingkat kekayaan,
Astuti Karakteristik 2) Tingkat Kekayaan | Pemeri | if Ukuran Daerah, tingkat
(2010) Pemerintah Daerah ntah Ketergantungan daerah
Daerah Dan [3) Tingkat Daerah terhadap total pendapatan
Temuan Audit | Ketergantungan Pemda berpengaruh
Bpk Terhadap | Kepada Pusat positif signifikan
Kinerja 4) Belanja Daerah terhadap skor kinerja
Pemerintah 5) Temuan Audit sedangkan temuan audit
Daerah berpengaruh negatif
Kabupaten/ Kota terhadap kinerja
Di Indonesia pemerintah daerah.
Tahun Anggaran
2007
4 Ponco Pengaruh 1) Ukuran daerah Kinerja | Kuantitat | Ukuran Daerah Tingkat
Susilawati | Karakteristik 2) Tingkat Pemeri | if kekayaan, tingkat
(2016) Pemerintah Kekayaan Daerah | ntah Ketergantungan daerah
Daerah Dan 3) Tingkat Daerah dan Leverage terhadap
Temuan Audit | Ketergantungan total pendapatan Pemda
Bpk Terhadap | Kepada Pusat berpengaruh positif
Kinerja 4) Belanja Daerah signifikan
Pemerintah Temuan Audit Hasil Penelitian
Daerah Di | Variabel X

Peneliti Indonesia  (Studi
Empiris Pada
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Pemerintah Variabe | Model
Daerah) 1Y Analisis
Judul
5 Veriza Pengaruh 1) Ukuran daerah Kinerja | Kuantitat | Ukuran Daerah
Nanda Karakteristik 2) Tingkat Pemeri | if berpengaruh tidak
(2017) Pemerintah Kekayaan Daerah | ntah signifikan terhadap
Daerah 3) Tingkat Daerah kinerja pemerintah
Dan Temuan | Ketergantungan daerah sedangkan tingkat
Audit Bpk | Kepada Pusat kekayaan, tingkat
Terhadap Kinerja 4)Belanja Daerah Ketergantungan daerah
Pemerintah Temuan dan Leverage terhadap
Daerah total pendapatan Pemda
Kabupaten/Kota berpengaruh positif
(Studi Kasus Di signifikan terhadap skor
Kabupaten/Kota kinerja
Se-Sumatera
Tahun Anggaran
2013-2014)

Sumber : Penulis, (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel di dalam penelitian ini dijelaskan oleh beberapa

jurnal yang dilakukan oleh beberapa penelitin. Berdasarkan pada penelitian yang

dilakukan oleh Yayuk Harumuati (2012) menyatakan bahwa Ukuran Daerah,

tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemerintah Daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Dengan

desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah. Syahrudin (2010). Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah

dimana desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.
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Ukuran Daerah
(X1)

Tingkat Kekayaan .
Daerah A Klnerja
—> Pemerintah Daerah
(X2)

(Y)

Tingkat Ketergantungan
— Daerah
(Xs)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Menurut Manullang dan Pakpahan (2014), mengemukakan bahwa hipotesis

adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan

masalah penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dikatakan bahwa hipotesis adalah

jawaban sementara yang dianggap benar agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang

logis. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1.

2.

Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah.

Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.

Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah
dengan pusat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar
dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori
yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala
Rusiadi (2013). Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian yang bersifat
kuantitatif yaitu asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui derajat
hubungan dan pola bentuk pengaruh antar variabel bebas (independen)
terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data kuantitatif digunakan pada
saat peneliti menggunakan pendekatan penelitian survey, penelitian
eksperimen, penelitian kuantitatif dan beberapa penelitian lainnya yang
mengandung data - data berupa angka - angka Manullang dan Pakpahan

(2014).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi penelitian : Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara periode 2018-2019.
2. Waktu penelitian : Peneliti mulai melakukan penelitian ini dari bulan

Mei 2020 - Maret 2021.

29
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Tabel 3.1
Skedul proses penelitian
2020 2021
No jenis kegiatan Mei Juni Desember Januari Februari Juli
112|314 (1|23 1123
Riset awal pengajuan
1 | judul
2 | Penyusunan proposal
3 | Seminar
Perbaikan ACC
4 | proposal
5 | Pengolahan data
6 | Penyusunan skirpsi
7 | Bimbingan skripsi
8 | Meja Hijau

Sumber : Diolah oleh penulis 2021

3.3 Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Dalam penelitian ini dibutuhkan objek penelitian sebagai sumber informasi

pada penelitian ini. Populasi menurut Marihot dan Manuntun (2014) populasi

penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati dan diteliti.

Tujuannya yaitu untuk dapat menentukan besarnya anggota sampel yang akan

diambil dari populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten atau

kota pemerintah daerah Sumatera Utara yang berjumlah 33.

3.3.2 Sampel

Peneliti menetapkan beberapa sampel yang digunakan dalam menentukan

objek penelitian adapun sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu

data yang diukur dalam suatu skala numerik. Penelitian ini menggunakan

sampel jenuh dalam penarikan sampelnya karena jumlah sampel yang dibawah
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dari 100 sehingga semua populasi ditarik dan dijadikan sampel. Rusiadi (2014).
Sehingga disimpulkan bahwasannya jumlah sampel pada penelitian ini adalah
33 kabupaten atau kota pemerintah daerah Sumatera Utara pada tahun 2018

dan 2019.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional
3.4.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa variable yang akan dianalisis
venomena masalah yang terkait. Variabel penelitian pada dasarnya segala
sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Rusiadi (2013). Hadi dalam
Rusiadi (2013) menyatakan bahwa variabel merupakan semua keadaan, faktor,
kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen.
Manullang, M dan Pakpahan (2014) menyatakan bahwa variabel merupakan
suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu simbol, atau lambang yang padanya
melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau
perbedaan nilai.

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pemerintah daerah
provinsi Sumatera Utara, dan untuk variabel independennya adalah ukuran
daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, dan

temuan audit.
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Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan

indikator pada penelitian/ Selanjutnya definisi operasional menggambarkan

pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada

penelitian. Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan

informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional

adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian,

sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan

intrumen/alat ukur. Rusiadi (2013). Oleh karena itu, untuk memberikan

gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.5
Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional
No | Variabel Defenisi Pengukuran Skala
1 | Dependen (Y) Kinerja Pemerintah Daerah | Realisasi Pengeluaran | Rasio
Kinerja merupakan gambaran pencapaian Alokasi Anggarab
Pemerintah pelaksanaan suatu kegiatan dalam
Daerah mencapai tujuan, visi dan misi
suatu organisasi. Bastian (2010).
2 Independen (X1) | Ukuran daerah  merupakan | logaritma natural (Ln) | Rasio
Ukuran Daerah jumlah PAD dan DAU | Total (PAD + DAU +
merupakan sumber pendapatan | DAK+DL)
daerah yang memiliki peran
utama dalam pelaksanaan
otonomi daerah dalam rangka
mencapai tujuan utama
penyelenggaraan otonomi daerah
yang ingin meningkatkan
pelayanan publik dan memajukan
perekonomian daerah. Mardiasmo
(2010).
3 | Independen (X2) | Tingkat kekayaan daerah daerah PAD Rasio
Tingkat menggambarkan  jumlah atau Total Pendapatan
Kekayaan tingkat kemandirian pemerintah
Daerah daerah yang bersumber dari
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pendapatan asli daerah
(Mustikarini  dan  Fitriasari
2012).

4 Independen (X3) | [Intergovernmental revenue DAU + DAK + DL
Tingkat adalah  jenis  pendapatan Total Pendapatan
Ketergantungan | Pemerintah Daerah yang berasal
Pemerintah dari transfer pemerintah pusat
Daerah kepada Pemerintah  Daerah
untuk  membiayai  operasi
pemerintahdaerah. Untuk
mengetahui tingkat
ketergantungan pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat
dapat diukur dengan besarnya
Dana Alokasi Umum (DAU)
dibandingkan  dengan total
pendapatan. (Mustikarini dan
Fitria, 2012)

Rasio

Sumber : Diolah penulis 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen

yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kab/kota Tahun 2018 dan 2019 yang
diakses melalui situs atau melalui situs www.bpk.go.id. Data skor kinerja
penyelenggara pemda kabupaten/kota diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk LPPD tahun anggaran
2018 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 120-
257 Tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggara
pemerintah daerah secara nasional, dan diakses melalui situs

www.kemenkeu.go.id.
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3.6 Teknik Analisis Data
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptip adalah statistik yang digunakan untuk mengetahui

bagaimana gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam
penelitian ini, dengan cara melihat tabel statistik
3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang
digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan.
Terdapat empat tahap, yaitu :
3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-
model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,
2009). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal
atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mengetahui residual berdistribusi
normal atau tidak, yaitu dengan cara uji grafik,dan uji statistik. Pada uji grafik
dapat dikatakan normal apabila dalam probability plot ada penyebaran titik-
titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal
tersebut. Setela uji grafik, dilanjutkan dengan uji statistik, yaitu Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan
adalah sebagai berikut :

1) Apabila p <0,50 maka data tidak terdistribusi secara normal.
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2) Apabila p > 0,50 maka data terdistribusi secara normal. Ghozali (2016).
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam
model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah
multikolinearitas. Sedangkan untuk mengetahui gejala tersebut dapat dideteksi
dari besarnya VIF (Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. Rusiadi

(2013).

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu
model. Kemiripan antar variabel bebas akan mengakibatkan korelasi yang
sangat kuat. Selain itu, uji ini dilakukan untuk menghindari kebiasan dalam
proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-

masing variabe bebas terhadap variabel terikat.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu:

VIF > 10 artinya mempunyai persoalan multikolinearitas

VIF < 10 artinya tidak terdapat multikolinearitas

Tolerance value < 0.1, artinya mempunyai persoalan multikolinearitas

Tolerance value > 0.1, artinya tidak terdapat multikolinearitas
Rusiadi (2013) dan Sugiyono (2016)

Nilai tolerance dapat dicari dengan rumus:

Tolerance = (1 — Rjz)




36

Dimana Rjz = nilai determinasi dari regresi.

Sedangkan nilai VIF dapat dicari dengan rumus:

VIF = |[——
(Tolerance)

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t
dengan periode sebelumnya (t-1). Model regresi dikatakan baik apabila bebas
dari autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien
korelasi yang diperoleh kurang akurat. Cara mengetahui ada atau tidaknya
autokorelasi yaitu dengan uji DW yang menggunakan tabel statistik dari
Durbin-Waston (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi
Ghozali (2010) Kriteria penilaian dengan Durbin Waston adalah sebagai
berikut :

1. Nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

2. Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.

3. Nilai D-W di atas -2 berarti ada autokorelasi negatif.
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat
ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat
kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap
atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2010).
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3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara
variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama
ataupun secara parsial. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan sofiware
komputer yaitu SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 16,0
Ghozali (2010). Maka model yang digunakan adalah sebagai berikut :
Y =a+B1X1+p2X2+B3X3+e
Keterangan :
Y = Kinerja
a = Konstanta
B1....3 = Koefisien Regresi
X1 = Ukuran Pemerintah Daerah
X2 = Tingkat Kekayaan Daerah
X3 = Tinkat Ketergantungan Daerah
e = Standar error
Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis
(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam
persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih

variabel independen) Ghozali (2010).

3.6.4 Pengujian Hipotesis
3.6.4.1 Uji Statistik t
Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatau variabel

independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara parsial.
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Probabilitas atau signifikasi dalam penelitian ini adalah 5%. Rusiadi (2014)
Hipotesis yang akan diuji adalah :
1. Ho: Bl = 0, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Ho : Bl > 0, maka variabel independen mempunyai pengaruh
signifikan positif terhadap variabel dependen.
3. Ha B1<0, maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan
negatif terhadap variabel dependen.
Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dengan kriteria pengambilan
keputusan sebagai berikut :

1. Apabila dalam penelitian ini probabilitas (o) > 0,05 maka Ho
diterima, berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen.

2. Apabila dalam penelitian ini probabilitas (o) < 0,05 maka Ho ditolak,
berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen.

3.6.4.2 Uji Statistik F
Menurut Ghozali (2012) pada dasarnya uji F menunjukkan arah apakah
semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan
untuk menguji signifikasi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh
variabel bebas secara bersama-sama. menurut Sugiyono (2016) pengujian

dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut :
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1. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ha ditolak dan Ho diterima artinya
tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap
variabel terikat.

2. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada
pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel
terikat.

Uji F dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikasi F yang terdapat
pada output hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS versi 16.0. Jika
angka signfikansi F lebih kecil dari a (0,05) maka dapat dikatakan bahwa
ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

secara simultan.

3.6.5 Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Sugiyono
(2016). Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan
atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada
variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel
bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan
persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka
0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi
variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-
variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel terikat.
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Cara menghitung koefisien determinasi yaitu: Sugiyono (2016)

2 _ 2
re = (Tyy)

Dimana :

r? = Koefisien Determinan

1xy = Koefisien Korelasi Product Moment

Di mana rumus untuk mencari Koefisien korelasi product Moment sebagai

berikut: Sugiyono (2016)

_ X xy

N DR

Keterangan:

rxy = Koefisien Korelasi product moment
x = Variabel bebas

y = Variabel tetap

Koefisien korelasi antara variabel X; dengan Y dan X; dengan Y dapat dicari

dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson: Sugiyono (2016)

B nYxyi — (X)) QX yi)
Ty =
j{an? CExAnTyE - )

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi product moment

n = Jumlah sampel
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X = Skor variabel x
y = Skor variabel y
>x = Jumlah skor variabel x

>y = Jumlah skor variabel y
¥Yx? = Jumlah kuadrat skor variabel x
Yy? = Jumlah kuadrat skor variabel y

Untuk mencari hubungan kedua variabel bebas (X1,X>) dengan variabel terikat

Y dapa dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi ganda (Ry, x,y)-

(Sugiyono, 2016:287)

_ 2
1 1%

_ rx1y2 + T'x2y2 B Z(rxﬂ/)(rxzy)(rxlxz)
Rxlxzy -

Keterangan:

Ry,x,y ~ = Koefisien korelasi ganda antar variabel X dan X secara bersama-

sama dengan variabel Y

T,y = Koefisien korelasi X terhadap Y
Ty = Koefisien korelasi X» terhadap Y
T,x, = Koefisien korelasi X terhadap X»

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi.
Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1,
sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih

itu memiliki koefisien korelasi — 1 atau = -1, maka hubungan tersebut sempurna.
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Jika terdapat r = -1 maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap
peningkatan pada variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya.
Sebaliknya jika didapat r = 1, maka diperoleh korelasi positif sempurna, artinya
ada hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan
ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi, dan koefisien korelasi adalah

0 maka tidak terdapat hubungan.

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan x

terhadap y, maka dapat digunakan pedoman tabel berikut:

Tabel 3.4. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Korfisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 —-0,199 Sangat Rendah

0,20 - 0,399 Rendah

0,40 — 0,599 Sedang

0,60 -0,799 Kuat

0,80 — 1,000 Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2016)

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan
atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan rupel product moment dengan taraf

signifikan 0.05 (taraf kepercayaan 95%).
Kaidah pengujian signifikan : Sugiyono (2016)

1. Jika rniwng > rwbel. Maka tolak Ho artinya ada hubungan yang signifikan.
2. Jika rhiung < Tabel. Maka terima Ho artinya tidak ada hubungan yang

signifikan.
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Untuk mengetahui kontribusi variabel X terhadap Y, dapat dicari dengan
menggunakan rumus koefisien determinasi. Adapun rumus koefisien determinasi

sebagai berikut:

D =1>x 100%

Keterangan

D = Nilai Koefisien determinasi

R? = Koefisien korelasi yang dikuadratkan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara

4.1.1 Sejarah Singkat

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu
pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah
meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang
berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama
Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi
menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan
Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga
daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh,
Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.Dengan
diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun
1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi
menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera
Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya
ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan
di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor

22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara

44
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ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada
tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi
Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus
1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera
Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan
pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh,
sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah
Provinsi Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

a. Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

b. Misi

1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang
pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik,
kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta
harga-harga yang terjangkau.

2) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata
kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,
masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial

yang kuat serta harmonis.
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3) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter,
cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan
penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan
indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan,

dan beradab.

4.1.3 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan
lapangan pekerjaan.

2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.

3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.

5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

4.1.4 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara

No | Kabupaten/Kota No | Kabupaten/Kota
Kabupaten Nias 18 | Kabupaten Serdang Berdagai
Kabupaten Mandailing Natal 19 | Kabupaten Batu bara

Kabupaten Tapanuli Selatan 20 | Kabupaten Padang lawas utara
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4 | Kabupaten Tapanuli Tengah 21 | Kabupaten Padang lawas
No | Kabupaten/Kota No | Kabupaten/Kota
5 | Kabupaten Tapanuli Utara 22 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan
6 | Kabupaten Toba Samosir 23 | Kabupaten Labuhan Batu Utara
7 | Kabupaten Labuhan Batu 24 | Kabupaten Nias Utara
8 | Kabupaten Asahan
9 Kabuﬁaten Simalungun No- | Kabupaten/Kota
10 | Kabupaten Dairi 25 | Kabupaten Nias Barat
11 | Kabupaten Karo 26 | Kabupaten Sibolga
12 | Kabupaten Deli Serdang 27 | Kota Tanjung Balai
13 | Kabupaten Langkat 28 | Kota Pematang Siantar
14 | Kabupaten Nias Selatan 29 | Kota Tebing Tinggi
15 | Kabupaten Humbang Hasundutan 30 | Kota Binjai
16 | Kabupaten PakPak Barat 31 | Kota Medan
17 | Kabupaten Samosir 32 | Kota Padang Sidempuan

33 | Kota Gunung sitoli

Sumber : http://www.sumutprov.go.id

4.2 Statistik Deskriptif

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan data deskriptif kinerja
pemerintah daerah, ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat
ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2018-2019.

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Ukuran Daerah 66 6.48E7 5.52E9| 1.3123E9
Kekayaan Daerah 66 1.33 98.38 10.6279
Ketergantungan Daerah 66 56.44 97.14 87.6059
Kinerja 66 71.90 122.40 94.8077
Valid N (listwise) 66

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah N (sampel) pada
penelitian ini adalah 66. Nilai minimum kinerja daerah sebesar 71,90% pada
daerah Kabupaten Simalungun di tahun 2018. Adapun nilai maksimum tingkat

kinerja daerah sebesar 122,4%% pada daerah Kabupaten Langkat di tahun 2019.
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Nilai rata — rata tingkat ketergantungan daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar
94,80%.

Nilai minimum ukuran daerah sebesar 64.768.624 pada daerah Kota Tebing
Tinggi di tahun 2019. Adapun nilai maksimum ukuran daerah sebesar
5518768106 pada daerah Kota Medan di tahun 2019. Nilai rata — rata ukuran
daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 1312335126. Nilai minimum tingkat
kekayaan daerah sebesar 1,33% pada daerah Kabupaten Labuhan Batu di tahun
2018. Adapun nilai maksimum tingkat kekayaan daerah sebesar 98,38% pada
daerah Kota Tanjung Balai di tahun 2019. Nilai rata — rata tingkat kekayaan
daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,26%. Nilai minimum tingkat
ketergantungan daerah sebesar 56,43% pada daerah Kota Medan di tahun 2018.
Adapun nilai maksimum tingkat ketergantungan daerah sebesar 97,13% pada
daerah Kota Nias Selatan di tahun 2019. Nilai rata — rata tingkat ketergantungan

daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 87,60%.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu
atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011). Jika terbukti ada data
yang tidak terdistribusi secara normal, hal tersebut disebabkan adanya beberapa
data yang memiliki karakter dan nilai terlalu berbeda yang bisa disebabkan oleh
kesalahan pengambilan sampel, kesalahan input data, atau karena adanya
karakteristik data yang sangat berbeda dari yang lainnya. Uji normalitas dalam
penelitian ini dilakukan dengan analisis kolmogrof simornov dan analisis

grafik.
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1. Uji Kolmogrof Simornof
Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan kolmogrof simirnoff :

Tabel 4.2 Tabel Kolmogrof Simornoff

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 66
Normal Parameters? Mean .0000000
Std. Deviation 73148482
Most Extreme Differences Absolute 189
Positive 189
Negative -.125
Kolmogorov-Smirnov Z 1.537
Asymp. Sig. (2-tailed) .018

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.3 maka dapat disimpulkan data bersifat
nomal karena nilai Kolmogorov Smirnov di atas 0,05. Sehingga data
dikatakan terdistribusi secara normal.

Adapun analisis asumsi klasik dilihat dengan cara analisa grafik. Uji ini
dilakukan dengan cara melihatpenyebaran data (titik) pada sumbu diagonal
atau grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan meilihat histogram dari
residualnya:

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi
normal regresi memenuhi asumsi normlaitas.

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola
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distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.
Dependent Variable: Kinerja
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Gambar 4.4 Grafik Histogram Uji Normalitas
Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan dari histogram tersebut, menunjukkan pola regresi normal
yang memenuhi asumsi normalitas karena pada histogram terlihat bahwa pola

distibusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis garifk

histogramnya.
Dependent Variable: Kinerja

1.0

0.8 <
L d?
2 dﬁp
[«

0.5
g 2
[ M
=
L 1]
S 0.4
[+ 1)
f =1
]
(1N ]

.27

(@]
.
o.o T T T T
0.0 oz o4 0.6 (W=} 1.0

Observed Cum Prob



Regression Studentized Residual

2

51

Gambar 4.5 Grafik Normal P-P Plot
Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyebaran data (titik) berada di
sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 45 derajat, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa data-data dalam penelitian terdistribusi

normal (Ghozali,2010).

. Uji Heterokedesitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguju apakah sebuah model
regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan

lainnya model regresi yang tidak baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut adalah hasil uji heterokedesitas

Dependent Variable: Kinerja
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Gambar 4.4 Scarltterplot Heterokedesitas
Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar scatterplot menunjukkan
bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak
membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga
menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil
pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah
heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji

dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
variabel bebas. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai
tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan
menggunakan dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value
lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat
disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Santoso0.2012).

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model Collinearity Statistics
(Constant) Tollerance Vif
Ukuran Daerah 0.673 1.486
Tingkat Kekayaan Daerah 0,698 1.432
Tingkat Ketergantungan Daerah 0,957 1.045

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF
untuk

masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :
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1) Nilai tollerance variabel Ukuran Daerah sebesar 0,673 > 0,1 dan VIF
variabel Ukuran Daerah sebesar 1,486 < 10, sehingga variabel Ukuran
Daerah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

2) Nilai tollerance variabel Tingkat Kekayaan Daerah sebesar 0,698 > 0,1
dan VIF variabel Tingkat Kekayaan sebesar 1,432 < 10, sehingga
variabel Tingkat Kekayaan Daerah dinyatakan tidak terjadi gejala
multikolinieritas.

3) Nilai tollerance variabel Tingkat Ketergantungan Daerah sebesar 0,957
> 0,1 dan VIF variabel Tingkat Ketergantungan Daerah sebesar 1,045
< 10, sehingga variabel Tingkat Ketergantungan Daerah dinyatakan
tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi
Menurut Gujarati (2012), uji autokorelasi digunakan untuk melihat
apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya

(t-1). Dalam melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel

terikat, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi

sebelumnya atau bebas autokorelasi. Autokorelasi biasanya terjadi pada
data time seriesdan tidak perlu dilakukan pada data cros section hal ini
karena observasi — observasi pada data time series mengikuti urutan
alamiah antar waktu sehingga observasi - observasi secara berturut-turut
mengandung interkorelasi.Untuk mendeteksi autokorelasi, dapatdilakukan
uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test). Cara menguji
autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas

dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada di bawah angka 2.
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Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Model R R Square Adjusted | Std. Error Change Durbin-
R Square of the Statistics Watson
Estimate
1 0.997 0.993 0.993 0.74897 0.993 1,614

a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat
Ketergantungan Daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Daerah

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson
1,614 <2, sehingga terbebas dari autokorelasi.
4.4 Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau
lebih variable bebas terhadap satu variable terikat dan memprediksi variable
terikat dengan menggunakan dua atau lebih variable bebas. Berikut tabel hasil

analisis regresi linier berganda :

Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Standardized Coefficients
Coefficients
B Std. Beta t Sig.
Error

(Constant) -316.320 7.204 -43.907 0.000
Ukuran Daerah -0.056 0.167 -0.004 -0.334 0.739
Kekayaan Daerah 3.207 1.118 -0.036 -2.868 0.006
Ketergantungan Daerah 93.567 1.002 0.997 93.403 0.000
a. Dependent Var: Kinerja Daerah

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai
berikut Y=-316,32 - 0,056X; + 3,207X> + 93,567X5+ e.

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:
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1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka
nilai kinerja daerah (Y) adalah sebesar —316.32.

2) Jika terjadi peningkatan ukuran daerah sebesar 1, maka kinerja daerah (Y)
akan menurun sebesar 0,056.

3) Jika terjadi peningkatan kekayaan daerah sebesar 1, maka kinerja daerah (Y)
akan meningkat sebesar 3,207.

4) Jika terjadi peningkatan ketergantungan daerah sebesar 1, maka kinerja

daerah (Y) akan meningkat sebesar 93,567.

4.5 Uji Hipotesis
Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang
masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya
(Dani,2010). Menurut Sekaran (2010) hipotesis bisa didefenisikan sebagai
hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

4.5.1 Uji t (Parsial)
Untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah hipotesis nol (HO)
dan hipotesis alternatif (Ha) diterima atau ditolak, maka dilakukan uji statistik t
(uji-t) dengan tingkat signifikasi 5% (a = 0,05). Uji-t ini dilakukan mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel independen (ukuran daerah, tingkat
kekayaan darah dan tingkat ketergantungan daerah ) secara parsial terhadap
variabel dependen (kinerja daerah). Berikut ini tabel hasil uji hipotesis secara

parsial :
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Tabel 4.6
Uji Parsial
Model Unstandardized Standardized Coefficients
Coefficients
B Std. Beta t Sig.
Error

(Constant) -316.320 7.204 -43.907 0.000
Ukuran Daerah -0.056 0.167 -0.004 -0.334 0.739
Kekayaan Daerah 3.207 1.118 0.036 2.868 0.006
Ketergantungan Daerah 93.567 1.002 0.997 93.403 0.000
a. Dependent Var: Kinerja Daerah

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021
Berdasarkan pada Tabel 4.6 hasil uji hipotesis secara parsial dapat
diinterpretasikan bahwa :
1) Hasil Uji Hipotesis Ukuran Daerah
Nilai t-hitung 0,334 < 1,66 (t-tabel) dan sig 0,739 > 0,05 maka H1 ditolak
dan HO diterima, dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan hipotesis yang
menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja
daerah ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi negatif antara ukuran
daerah dengan kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa dengan kenaikan
ukuran daerah sebesar 1% maka kinerja pemerintah daerah akan turun sebesar
0,056 dan sebaliknya apabila ukuran daerah turun sebesar 1% maka berdampak
pada naiknya kinerja daearh sebesar 0,056.
2) Hasil Uji Hipotesis Tingkat Kekayaan Daerah
Nilai t-hitung 5,029 > 1,66 (t-tabel) dan sig 0,00< 0,05 maka H2 diterima
dan HO ditolak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah
berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan hipotesis yang

menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap
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kinerja pemerintah daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi
positif antara tingkat kekayaan daerah dengan kinerja pemerintah daerah yang
berarti bahwa dengan kenaikan tingkat kekayaan daerah sebesar 1% maka
kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 3,207 dan sebaliknya apabila
biaya tingkat kekayaan daerah menurun sebesar 1% maka berdampak pada
menurunnya nilai kinerja pemerintah daerah sebesar 3,027.
3) Hasil Uji Hipotesis Tingkat Ketergantungan Daerah

Nilai t-hitung 93,403 > 1,66 (t-tabel) dan sig 0,00 < 0,05 maka H2 diterima
dan HO ditolak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah
berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan hipotesis yang
menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi
positif antara tingkat kekayaan daerah dengan kinerja pemerintah daerah yang
berarti bahwa dengan kenaikan tingkat kekayaan daerah sebesar 1% maka
kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 3,207 dan sebaliknya apabila
biaya tingkat kekayaan daerah menurun sebesar 1% maka berdampak pada

menurunnya nilai kinerja pemerintah daerah sebesar 3,027.

4.5.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel
bebas (biaya produksi dan biaya operasional) terhadap variabel terikat (laba
bersih). Berikut ini tabel hasil uji hipotesis secara simultan.

Tabel 4.7 Uji Simultan
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ANOVAP
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5114.170 3 1704.723|  3.039E3 .0002
Residual 34.780 62 .561
Total 5148.949 65

a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat

b. Dependent Variable: Kinerja
Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.7 hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat
bahwa nilai F hitung sebesar 3,039 lebih besar dari F tabel yang sebesar 2,74
dengan taraf signifikan 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesa H4 diterima yang berarti variabel independen
(Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat) berpengaruh secara simultan /

bersama-sama terhadap variabel dependen (kinerja pemerintah daerah).

4.5.3 Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase
besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari
pengolahan data dengan menggunakan alat bantu aplikasi Software SPSS 16.0

for Windows maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted | Std. Error Change Durbin-
R Square of the Statistics Watson
Estimate
1 0.997 0.993 0.993 0.74897 0.993 1,614

a. Predictors: (Constant), Ukuran Daerah, Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat
Ketergantungan Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Daerah

Sumber : Output SPSS 16.0, tahun 2021
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa angka adjusted R Square
0,993 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 99,3%
kinerja pemerintah daerah dapat diperoleh dan dijelaskan ole Ukuran Daerah,
Tingkat Kekeyaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah, sedangkan sisanya
0,7% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model penelitian seperti

alokasi belanja modal, pendapatan pajak atau retribusi.

Pembahasan.

. Pengaruh Variabel Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Nilai thitung sebesar 0,334 sedangkan twbel sebesar 1,66 dan signifikan sebesar
0,739, sehingga thiung 0,334 < tiaver 1,66 dan signifikan 0,334 > 0,05, maka Ha
ditolak dan HO diterima, yang menyatakan ukuran daerah berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten
atau Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Veriza Nanda (2017)
yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh tidak signifikan secara
parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan besarnya ukuran
daerah menunjukkan bahwasannya daerah tersebut memiliki sumber pendapatan
yang besar baik dari pajak, retribusi dan penghasilan lainnya yang diterima
daerah tersebut. Semakin besar ukuran daerah menunjukkan tingkat
perekonomian yang besar dan dapat dijadikan modal oleh pemerintah untuk
meningkatkan anggaran belanja yang digunakan umtuk pembangunan ekonomi
yang lebih luas dan mandiri. Namun pada penelitian ini ukuran daerah tidak

menjamin terealisasinya anggaran yang ada sehingga tidak berdampak pada
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kinerja pemerintah daerah yang baik. Beberapa daerah di Provinsi Sumetera
Utara memiliki ukuran daerah yang berbeda sehingga setiap daerah memiliki
potensi yang berbeda dalam menjalankan program pemertintah daerahnya.
Selama kurun waktu 2018-2019 beberapa daerah memilii ukuran yang beragam.
Di tahun 2019 ukuran daerah terandah ada pada Kota Tebing tinggi sebesar
64.768.624 adapun ukuran daerah tertinggi pada daerah Kota Medan di tahun
2019 sebesar 5.518768106. Dengan rata rata ukuran daerah sebesar

1.312.335.126.

. Pengaruh Variabel Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Nilai thitung Sebesar 2,868 sedangkan tiuper sebesar 1,66 dan signifikan sebesar
0,006, sehingga thiung 2,868 > tiaber 1,66 dan signifikan 0,006 < 0,05, maka Ha
diterima dan HO ditolak, yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian
ini sesuai dengan hasil penelitian Yayuk Harumiati (2012)) yang menyatakan
bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja
keuangan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari
pajak, dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya. Setiap daerah memiliki
karakteristik yang berbeda baik dari sisi kekayaan alam maupun penduduknya.
Dengan besarnya kekayaan daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungan
daerah terhadap pusat dalam hal pembangunan karena daerah tersebut memiliki
sumber pendapatan yang besar namun apabila sumber pendapatan asli daerah
masih kecil maka dibutuhkan peran dari pusat untuk menyeimbangkan

pendapatan yang digunakan dalam anggaran pembangundan daerah tersebut.
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3. Pengaruh Variabel Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera.
Nilai thiung sebesar 93,403 sedangkan tubel sebesar 1,66 dan signifikan sebesar
0,000, sehingga thitung 93,403 > tiabel 1,66 dan signifikan 0,000 < 0,05, maka Ha
diterima dan HO ditolak, yang menyatakan Ketergantungan Daerah berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Galang Afrian (2016) yang
menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif dan
signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera
Utara. Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah maka berdampak pada
kinerja keuangan daerah. Dengan tingginya tingkat ketergantungan daerah
menunjukkan bahwasannya daerah tersebut masih bergantung pada penerimaan
dari pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bantuan
lainnya. Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan
asli daerah tersebut masih rendah. Pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan
daerah yang kecil tentunya membutuhkan transfer dana untuk meningkatkan
anggaran pendapatan dalam rangka menjalankan program kegiatan

pembangunan daerah.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap Kkinerja
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Variabel ketergantungan daerah berpengaruh positif secara parsial
terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Utara.

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut

a. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang
proporsional guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah
di Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran ini harus mampu untuk
mendorong agar pembangunan antar daeraguih guna peningkatan
pertumbuhan ekonomian daerah bisa cepat dan nantinya tidka akan
tertinggal dengan kabupaten/kota yang lainnya.

b. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat
kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah,
sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat
berkurang, pemerintah juga perlu mengkaji ulang sektorsektor unggulan
mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapata

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial.
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Pemerintah Daerah harus berkomitmen dalam tata kelola pemerintahan
berdasarkan pada good corporate governance agar tidak ditemukan
temuan audit BPK yang dapat berpotensi pada kerugian pemerintah
daerah dalam melaporkan kinerja pemerintah daerah.

Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian
yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Untuk
penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah
variabel lain yang mempengaruhi kemanidirian pengelolaan keuangan dan
indeks pertumbuhan manusia, sehingga hasil penelitian bisa memiliki

kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu.
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